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ABSTRAK 
 

Kecurangan atau disebut fraud dalam penelitian ini menjadi fenomena yang 
menghawatirkan pada masyarakat. Paradigma masyarakat yang kurang menyebabkan 
sering terjadi salah penafsiran dilingkungan masyarakat.  Penelitian ini menguji 
pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan 
kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa, moralitas sebagai moderasi. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan kuesioner, jumlah sampel yang 
digunakan adalah 239 Desa yang menerima dana desa di Kabupaten Lombok Timur. 
Analisis data menggunakan regresi linier berganda dan MRA. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal 
berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa, 
serta moralitas terbukti sebagai pemoderasi mempengaruhi kompetensi aparatur dan 
sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan 
desa. 

 
Kata kunci: Kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, fraud, 

keuangan desa, dan moralitas 

 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa 

paradigma baru dalam pembangunan, mengubah cara pandang pembangunan. 

Kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi 

dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari desa, karena desa menjadi bagian 

terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, untuk 

mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dan berkesinambungan. Namun, harapan lain yang 

tidak bisa dikesampingkan adalah dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah, desa 

dapat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi 

kebutuhannya sendiri dan tidak  tergantung hanya dengan bantuan dari pemerintah 

(Basirrudin, 2012), dan menjadikan bantuan dari pemerintah sebagai stimulant atau 

perangsang (Wardoyo, 2015). 

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada 

desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga desa menjadi perhatian bagi semua pihak. 

Pengelolaan keuangan desa perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan 

desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, 

kep a t ut a n  dan  ma nfa a t  u nt u k masyarakat desa (Taufik, 2008). 

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 
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mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Reasoa, 2015). Kepala Desa 

berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa, berupa semua hak dan kewajiban 

Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Des a.  Hak da n kewa jib an t ersebut  

kemudia n menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keu a ngan des a . 

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good g o ver n a ce) dala m pen 

yelengg araan   d es a , pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola 

yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 

anggaran. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah 

kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Taufik, 2008). 

Profesionalisme dan kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa, maka sa 

ngat  diharap kan tuju an ekonomi dan sosial pemerintah desa dapat tercapai. Oleh karena 

itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) seperti tokoh desa, tokoh agama, kaum petani, pengusaha desa, serta perwakilan 

masyarakat lainnya harus bersinergi dan dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Prasetyo 

dan Muis (2015) menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa 

seharusnya dilakukan secara profesional, ketat, terkontrol dan berintegritas. Penelitian 

Fikri, dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur dengan  pemahaman akuntansi 

yang kurang menyebabkan pengelolaan keuangan tidak professional sehingga berpotensi terjadi 

kecurangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi 

aparatur harus bersinergi supaya dapat melakukan pencegahan terjadinya fraud. 

Kajian yang dilakukan sejak Januari 2015, KPK menemukan 14 temuan pada empat 

aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan 

aspek sumber daya manusia. Maka dari itu, untuk memproteksi pengelolaan keuangan desa dari 

tindakan fraud, perlu adanya sistem pengendalian internal yang baik pula, sehingga segala 

tindak kecurangan dapat dicegah. Namun, sistem pengendalian akan berjalan dengan baik jika 

didukung oleh sikap dan budaya personal yang baik atau yang sering disebut dengan moralitas 

(Purwitasari, 2013). Fadilah (2011) menyataka n bahwa s istem pengendalian internal 

memiliki pengaruh langsung terhadap Good Governance sehingga berimplikasi terhadap  

pencegahan f r a u d . Namun, sistem pengendalian internal tidak luput dari kelemahannya, 

kelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum pelaku kecurangan (Martani dan Zaelani, 

2011). Jika kelemahan sistem ini didukung oleh moralitas aparatur yang baik, maka segala jenis 

kecurangan dapat dicegah, seperti hasil penelitian dari Salindeho (2012) menyatakan bahwa 

moralitas aparatur pemerintahan ya ng dinyatakan dalam etika pemerintah memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap kinerja pemerintahan tersebut. 

Kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal yang memadai serta peran aktif 

masyarakat desa dipandang perlu untuk diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih 

disinyalir banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang 

dijelaskan oleh KPK dan YIPD (Yayasan Pemerhati Pemerintahan Daerah) bahwa 

penyaluran dana desa serta pengelolaannya rentan terjadi korupsi, hal ini didukung oleh 

pernyataan dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat, Kornel 

Syarif Prawiradiningrat, mengingatkan agar para kepala desa ekstra hati-hati mengelola dana 

perimbangan. Permasalahan seperti ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi didaerah-

daerah lain termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya LombokTimur, karena NTB 

memiliki banyak desa yang mendapat kucuran dana desa. Terutama di kabupaten Lombok 

Timur yang merupakan salah satu kabupaten dengan desa terbanyak menerima dana desa. 
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Hal tersebut yang menjadi motivasi dalam penelitian ini, sehingga peneliti meneliti variabel 

kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dengan 

moralitas aparatur sebagai pemoderasi. 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah apakah kompetensi aparatur memiliki pengaruh terha dap pencegahan fraud pada 

pengelolaan keuangan desa; apakah dengan penguatan sisitem pengendalian internal 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa; dan apakah moralitas 

aparatur memoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap 

pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. 

 

KAJIAN TEORI 

Teori yang digunakan dalam penelitianini adalah teori keagenan. Teori keagenan yang 

dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman didasari oleh asumsi bahwa individu akan bertindak 

sesuai dengan kepentingan mereka (Yamin dan Sutaryo, 2015). Asimetri informasi menjadi 

masalah utama dalam hubungan antara principal dan agent, sehingga produk dari 

permasalahan ini adalah tidak akuratnya pelaporan keuangan atau dalam hal ini adalah dalam 

pembuatan laporan realisasi anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan 

dana desa. 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh variabel 

penguatan kompetensi aparatur desa dan optimalisasi sistem pengendalian internal terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam hubungan antara kompetensi 

aparatur dan sistem pengendalian internal perlu adanya sikap moral dari aparatur desa itu 

sendiri untuk mengupayakan pencegahan fraud sejak dini, sehingga tidak ada bentuk 

kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Kerangka konseptual penelitian ini 

disajikan pada gambar 1. 

Penelitian dari Rahmawaty (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh 

signifikan terhadap pencegahan fraud, yang artinya adalah aparatur yang memiliki 

komp et ensi dibidang pengelolaan keu angan akan leb ih berpotensi melakukan 

pencegahan kecurangan keuangan supaya tidak merugikan masyarakat. Hasil penelitian 

tersebut didukung oleh penelitian dari Sudiarianti, dkk (2015) yang menyatakan bahwa 

kompetensi aparatur berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 

melalui penerapan sistem pengendalian internal. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki 

aparatur pemerintah melalui peningkatan penerapan sistem pengendalian internal, 

berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat 

mencegah terjadinya kecurangan (fraud). 

Penelit ian lainnya dari Bassirudin (2014) menyatakan bahwa 

kemampuan/kompetensi SDM aparatur desa yang dalam hal ini dilihat dari segi pendidikan 

yang masih rendah menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga 

berpotensi terjadi fraud, hal ini juga diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap 

kebijakan pemerintah desa. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut 

adalah bahwa kompetensi aparatur desa sangat berpengaruh terhadap pencegahan 

terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa. 

Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

 

H1:  Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan  
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desa 
Pengendalian internal yang terdapat dalam sebuah instansi atau organisasi tidak hanya 

mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan saja tetapi meliputi segala aspek kegiatan 

organisasi tersebut.Tuanakotta (2012) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan 

langkah awal dalam pencegahan fraud. Pencegahan fraud pada umumnya adalah aktivitas 

yang dilaksanakan dalam halpenetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu 

bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil 

lain dalam perusahaan/organisasi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam 

mencapai tujuan organisasi yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan 

keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian 

Hermiyeti (2008), Nisak dkk., (2013), dan Purwitasari (2013) menyatakan bahwa pengendalian 

internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal tersebut 

menandakan bahwa perbaikan sistem pengendalian internal menjadi tolak ukur keberhasilan 

pencegahan fraud. 

Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

 
H2:  Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

pengelolaan  keuangan desa 

 
Moralitas yang mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat istiadat 

sosial yang membedakan antara benar dan salah, sehingga moralitas pada seorang aparat 

sangat berperan penting sebagai pemegang komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan sesuai dengan konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, 

akuntabel dan tidak korup (Aranta, 2013). Hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara 

moralitas dan sistem pengendalian internal adalah penelit ian dari Puspasari dan Suwardi 

(2012) menyatakan bahwa individu yang memiliki moralitas tinggi dengan sistem pengendalian 

internal yang baik maka kecenderungan tidak melakukan kecurangan akuntansi, bahkan 

mampu untuk melakukan pencegahan terjadinya fraud. Hasil penelitian lainnya dari Aranta 

(2013) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan 

kecurangan akuntansi, artinya adalah bahwa semakin tinggi moralitas aparatur yang dimiliki 

pegawai maka kecendrungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pemerint ah juga 

akan semakin menurun. Sedangkan penelitian lain dari Puspasari dan Dewi (2015) 

menyataka n bahwa moralitas ap aratur memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

kecenderungan melakukan fraud . Dan hasil penelitian dari Kurniawan (2013) menyatakan 

bahwa moralitas seseorang berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan kecurangan 

dalam laporan keuangan, artinya semakin rendahnya moralitas dari aparatur pemerintah maka 

kecurangan akan semakin meningkat. 

Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut:  

 

H3: Moralitas sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap 
Pencegahan Fraud pengelolaan Keuangan Desa 

 
H4: Moralitas sebagai Pemoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap 

Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa 
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METODE PENELITIAN 
 

Desain penelitian yang digu naka n dala m penelitian ini adalah metode survei, dengan 

kepala desa atau perangkat desa di Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Labuhan Haji 

khususnya sebagai responden. Populasi penelitian ini adalah kepala desa yang desanya 

menerima dana desa di Kabupaten Lombok Timur yang berjumlah 239 desa (PP Bupati 

Lombok Timur, 2020). Jumlah sampel adalah 8 desa di wilayah kecamatan Labuhan 

Haji Lombok Timur. Pemilihan desa di Kabupaten Lombok Timur  yang diharapkan akan 

meningkatkan tingkat pengembalian kuesioner dari jawaban responden dan kuesioner dapat 

dengan cepat kembali, sehingga akan meminimalkan terjadinya  respon bias. Alasan 

pemilihan sampel ini adalah untuk spesifikasi penelitian yang dilakukan sehingga 

memudahkan dalam melakukan evaluasi pengelolaan keuangan desa secara parsial. 

Berdasarkan rumus Slovin (Usman, 2007) maka diperoleh jumlah sampel adalah 8 

sampel. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pengump ula n ku 

esioner. Penelitian ini menggunakan personally administered questionnaires (kuesioner 

secara personal) yang artinya peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan 

memberikan penjelasan seperlunya tentang kuesioner dan dapat langsung dikumpulkan 

setelah selesai dijawab oleh responden (Indriantoro dan Supomo, 2009).  

Kompetensi aparatur diadaptasi dari Fikri, dkk (2015) dengan beberapa modifikasi dan 

disesuaikan dengan tujuan peneliti. Kompetensi aparatur terdiri dari 23 pertanyaan dengan 

menggunakan skala likert 5 point berkisar antara “sangat tidak setuju” pada batas bawah 

skala (1) dan “sangat setuju”pada batas atas skala (5). Pertanyaan pada sistem pengendalian 

intern sebagian besar diadaptasi dari PP No. 60 tahun 2008 dan penelitian dari Fikri, dkk., 

(2015). Sistem Pengendalian internal terdiri dari 23 pertanyaan dengan menggunakan 

skala likert 5 pointberkisar antara “sangat tidak setuju” pada batas bawah skala (1) dan 

“sangat setuju” pada batas atas skala (5). 

Kecurangan (fraud) dalam penelitian ini menggunakan konsep pembelajaran dari report 

to the nation yaitu anti-fraud controls (AFC) yang tentunya dimodifikasi dan disesuaikan 

dengan tujuan penelitia n.  P encega han  f r au d  terdiri  dari 16 pertanyaan dengan 

menggunakan skala likert 5 point berkisar antara “sangat tidak setuju” pada batas bawah 

skala (1) dan “sangat setuju”pada batas atas skala (5). Moralitas menggunakan konsep 

kuesioner yang digunakan oleh penelitian sebelumnya yaitu dari penelitian Aranta (2013) 

yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Moralitas terdiri dari 6 pertanyaan 

dengan skala likert 5 point berkisar antara “sangat tidak setuju” pada batas bawah skala (1) dan 

“sangat setuju”pada batas atas skala (5). Komp et ensi  ap ar at ur  dan s is tem pengendalian 

internal terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa diuji dengan menggunakan uji 

regresi linier berganda, sedangkan pemoderasian moralitas aparatur dengan kompetensi 

aparatur dan sistem pengendalian interal terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan 

desa dilakukan dengan u ji  Moderated Regression Analysis (M R A). 

Sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas atas instrumen yang digunakan. 

Dalam penelitian ini digunakan pula uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Modereted Regression Analysis (MRA) memiliki 
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persamaan sebagai berikut: 
 
Model persamaan regresi linier berganda untuk hipotesis 1 dan 2 : 

PFraud =  ß0 + ß1 KA+ ß2 SPI+ ß3 MA+ ε…................................................(1) 
Model persamaan MRA untuk hipotesis 3a dan 3b : 

PFraud =   ß0 + ß1 KA+ ß3 MA+ ß4 KA* MA + ε.............................................(2) 

PFraud = ß0 + ß2 SPI+ ß3 MA+ ß5 SPI*MA + ε.............................................(3) 

 
Keterangan: 

PFraud   = Pencegahan Fraud 

KA           = Kompetensi Aparatur 

SPI          = Sistem Pengendalian Internal 

MA          = Moralitas Aparatur 

KA*MA   = Interaksi antara Kompetensi Aparatur dengan Moralitas Aparatur 

SPI*MA   = Interaksi antara Sistem Pengendalian Internal dengan Moralitas Aparatur 
ε             = Error 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Profil responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, 

masa jabatan, gaji dan pendidikan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

menunjukkan bahwa persentase kepala desa berjenis kelamin laki-laki sebesar 100% dan 

perempuan 0%. Berdasarkan usia menunjukkan berada pada usia 30-39 tahun sebanyak 

62,5%, responden berada pada usia 40-49 tahun sebanyak 25%, padausia 50-59 tahun 

sebanyak 12,5% Sebagian besar masa jabatan responden dibawah 6 tahun. Klasifikasi 

berdasarkan gaji yang diterima responden Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 4.000.000 

menempati persentase sebesar 75%, kurang dari Rp. 2.000.000 sebesar 22,5% dan lebih 

besar dari Rp. 4.000.000 perbulan sebesar 2,5%. Sedangkan, sebagian besar responden 

berlatar belakang pendidikan SMA/ Sederajat sebanyak 72,5%, S1 yaitu sebanyak 25%. 

Tabel 1. 

Gambaran Umum Responden 
 

 Karakteristik Frekuensi Persentase (%) 

Jenis kelamin Laki-laki 8 100 
Usia 30-39 tahun 5 62,5 
 40-49 tahun 2 25 

 50-59 tahun 1 12,5 
Masa Jabatan < 6 tahun 8 100 
Gaji < 2.000.000 2 25 
 > 2.000.000 s/d 4.000.000 6 75,0 
Pendidikan S1 6 75 
 SMA/Sederajat 2 25 

Sumber: Data diolah, 2020 
 

Has il p engu jian validit as  dan r elia bilita s instrumen menunjukkan bahwa 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, yang ditunjukkan 

dengan nilai koefisien korelasi item-total variabel lebih besar dari 0,3 dan signifikansi lebih 

kecil dari 0,05. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai cronbach alpha untuk semua variabel 
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yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,70. 

 

 

 

 

 

Tabel 2. 

Hasil Uji Reliabilitas 

 
Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Pfraud 0,946 Reliabel 

KA 0,928 Reliabel 
SPI 0,952 Reliabel 

MA 0,967 Reliabel 
Keterangan:  

PFraud: Pencegahan Fraud, KA: Kompetensi Aparatur, SPI: Sistem Pengendalian Internal, MA: 

Moralitas Aparatur 

Sumber: Data diolah, 2020 
 

Tabel 3 
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Predicted Value 
N  8 

Normal Parameters a,,b Mean 54,531 
 Std. Deviation 1,913 

Most Extreme Differences Absolute 0,121 

 Positive 0,121 

 Negative -0,071 

Kolmogorov-Smirnov Z  0,766 

Asymp. Sig. (2-tailed)  0,601 

a. Test distribution is Normal.   
b. Calculated from data   

Sumber:  Data diolah  2020 
 

Uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov menunjukkan hasil Asymp.Sig sebesar 
0,601 > 0,05, sehingga disimpulkan bahwa residual telah memenuhi asumsi distribusi 
normal. 

Tabel 4. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsª 

Correlations                          Collinearity 
Statistics 

 Zero-  
Model  

1  KA 
Order 
0,245 

Partial 
0,257 

Part 
0,255 

Tolerance 
0,889 

      
VIF 

 
1,125 

 SPI -0,103 -0,046 -0,044 0,952  1,050 

 MA 0,058 0,125 0,121 0,914  1,095 
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 a, Dependent Variable:  PFraud 

Sumber: Data diolah, 2020 

Pengujian multikolinieritas memberikan hasil nilai VIF kurang dari 10 yaitu berkisar 
1,050 – 1,125, sehingga terbukti tidak ada multikolinearitas yang serius. 

 
 
 
 

Tabel 5. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsª 

      

 Unstandardized Coefficients    

Model B Std. Error Beta t Sig 
(Constant) 8,031 15,008  0,535 0,596 

KA 0,049 0,095 0,088 0,519 0,607 

SPI -0,181 0,112 -0,264 -10,619 0,114 

MA 0,041 0,225 0,030 0,182 0,857 
a. Dependent Variable: AbsResidual 

Sumber: Data diolah, 2020 

Uji heterokedastisitas dengan Uji glejser menunjukkan nilai signifikansi semua 
variabel diatas 0 , 05 yang mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas. 

Tabel 6. 

Hasil Uji Hipotesis 1 dan 2 

Coefficientsa 

Standardized 
Unstandardized Coefficients       Coefficients 

 

Model  B Std. Error Beta T Sig. 
 
1 

 
(Constant) 

 
45,355 

 
12,661  

 
3,582 

 
0,00

1  KA 0,131 0,090 0,234 10,448 0,01

6  SPI -0,041 0,110 -0,061 -0,376 0,00

9              a, Dependent Variable:  PFraud 

Sumber: Data diolah, 2020 

Hasil uji statistik menunjukkan hipotesis 1 diterima yaitu ada pengaruh kompetensi 

aparatur terha dap  pencega han fraud pa da  pengelola an keuangan desa. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan penelitian sebelumnya dari Bassirudin (2014), Rahmawaty (2015) 

dan Sudiarianti dkk, (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh 

signifikan terhadap proses pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan. Dalam 

mengelola keuangan desa, harus memiliki kompetensi aparatur yang berarti kemampuan yang 

harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi aparatur dapat ditingkatkan dengan 

melakukan pelatihan, penyuluhan ataupun mengikuti diklat yang direncanakan oleh 

pemerintah kabupaten/kota, disamping itu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur dapat mengikuti workshop, seminar ataupun 
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kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan 

oleh lembaga-lembaga terkait seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), IAI (Ikatan 

Akuntan Indonesia) atau institusi pendidikan sebagai pemerhati dana desa seperti 

Universitas atau Institut. Hal tersebut perlu dilakukan selain untuk tata kelola keuangan yang 

lebih baik, dapat juga untuk tata kelola pemerintahan desa dan mampu berdampingan serta tidak 

ada asimetri informasi dengan pendamping desa yang ditugaskan oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah provinsi. 

Kompetensi aparatur (SDM) yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan 

akuntabilitas laporan realisasi anggaran di tingkat keuangan desa, sehingga segala 

pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala tindak kecurangan 

(fraud). 

Hasil pengujian hipotesis 2 diterima, artinya sistem pengendalian internal 

berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti 

bahwa penting bagi s emu a p emerinta han desa  unt uk memahami pentingnya 

menerapkan dan memelihara pengendalian intern yang efektif yang merupakan tanggung 

jawab semua pihak, karena pencegahan fraud dapat dimulai dari pengendalian internal 

(Tuanakotta, 2012:272). Hasil tersebut memperjelas bahwa pengendalian intern bukan 

hanya mempengaruhi laporan keuangan yang reliable juga menunjukkan b ahwa 

pengendalia n seharu snya efektif untuk semua operasi dalam pengelolaan keuangan 

desa. Pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah dan diadopsi oleh pemerintah desa untuk memberikan kepastian yang 

memadai dalam mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, keandalan laporan 

keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan pernyataan oleh Tuanakotta (2012), Hermiyeti (2008), Nisak dkk., 

(2013), dan Purwitasari (2013). 
Tabel 7. 

Hasil Uji Hipotesis 3 
    

Coefficientsa 

Standardized 

Unstandardized Coefficients         Coefficients 
                      Model              B                       Std.  Error    Beta                t          Sig 

1 (Constant) 47,244 26,809  1,762 0,007 
 KA 0,019 0,324 0,034 0,059 0,000 
 MA -0,340 1,196 -0,253 -0,284 0,002 
 KAMA 0,007 0,015 0,404 0,441 0,001 

a. Dependent Variable: PFraud 

Sumber: Data diolah, 2020 

 
Tabel 7. 

Hasil Uji Hipotesis 3 
    

Coefficientsa 

Standardized 

Unstandardized Coefficients         Coefficients 
                      Model              B                       Std.  Error    Beta                t          Sig 

1 (Constant) 47,244 26,809  1,762 0,007 
 KA 0,019 0,324 0,034 0,059 0,000 
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 MA -0,340 1,196 -0,253 -0,284 0,002 
 KAMA 0,007 0,015 0,404 0,441 0,001 

a. Dependent Variable: PFraud 

Sumber: Data diolah, 2020 

Hasil uji hipotesis 3 dan 4 diterima bahwa moralitas sebagai pemoderasi pengaruh 

kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Puspasari dan Suwardi (2012), Aranta (2013), Kurniawan (2013)   dan Puspasari dan 

Dewi (2015) yang pada intinya menyatakan bahwa moralitas yang baik, sistem 

pengendalian internal yang handal dan kompetensi aparatur dapat mencegah terjadinya fraud 

dalam pengelolaan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa pada umumnya aparatur 

pemerintah memiliki moralitas belum sepenuhnya bagus. Untuk berperilaku jujur dan 

mematuhi peraturan-peraturan belum sepenuhnya diterapkan dalam pemerintahan desa. 

Bawahan lebih takut terhadap pimpinannya dari pada patuh terhadap Peraturan Pemerintah 

(PP) sekalipun pimpinannya berperilaku salah atau tidak jujur. Salah satu faktor p enyeb ab  t 

er jadinya  kecu r anga n yaitu  da la m organisasi tersebut terdapat perilaku pimpinan ataupun 

staf yang tidak sesuai dengan pedomannya. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa 

moralitas yang baik dari aparatur pemerintah desa mendukung segala kompetensi yang dimiliki 

oleh aparatur itu sendiri dengan implementasi sistem pengendalian internal yang baik dapat 

mampu mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa, terlebih bahwa 

keuangan desa diawasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan lembaga 

pengawas keuangan independen. 

 

SIMPULAN 
 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka keseluruhan hipotesis yang 

dirumsukan dalam penelitian ini berhasil diterima. Kompetensi aparatur berpengaruh 

terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan 

kemampuan aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan des a  u nt u k  

mencapai tujuan bers a ma  y a it u meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

perbaikan ekonomi desa, sosial, budaya dan bidang lainnya, terlebih aparatur nantinya akan 

diawasi dan bersentuhan langsung dengan badan pengawas keuangan yang independen 

yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengawasi penggunaan dana desa serta 

mempertanggungjawabkan. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan bahwa segala 

jenis tindakan kecurangan dalam keuangan di suatu organisasi/pemerintahan dapat dicegah 

melalui sistem pengendalian internal yang memadai. Moralitas berhasil memoderasi 

pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan 

fraud pada pengelolaan keuangan desa. Hal ini diakibatkan karena kompetensi atau 

kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan sering disalahgunakan untuk melakukan 

kecurangan tandap didampingi dengan moralitas yang baik, namun moralitas yang baik dan 

kompetensi aparatur yang memadai juga harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang 

handal sehingga mampu mencegah fraud dalam pengelolaan keuangan desa. 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti pemerintahan desa dalam merumuskan anggaran, pengelolaan 

keuangan serta pertanggungjawaban. Selain itu agar selalu mempertimbangkan nilai-nilai 
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mor al atau etika sebagai  faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan 

keuangan. Penelitian yang dilakukan ini tidak dapat terlepas dari beberapa keterbatasan. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuisioner, yaitu 

kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dan responden karena responden dan 

peneliti tidak dapat saling mengklarifikasi pertanyaan atau pernyataan. Oleh karena itu 

penelitian tentunya menjadi lebih representatif apabila mengkombinasikan dengan metode 

wawancara sehingga persepsi responden atas pertanyaan atau pernyataan dapat diketahui 

secara mendalam. 

Sampel adalah pemerintahan desa yang ada diKabupaten Lombok Timur Kecamatan 

Labuhan Haji sehingga,  hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk 

seluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas 

wilayah cakupan sampel yang sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat 

generalisasi yang lebih tinggi. Penelitian selanjutnya disarankan mempertimbangkan 

variabel lain seperti budaya organisasi, pedoman atau standar akuntansi, sistem informasi 

akuntansi yang mempengaruhi pencegahan fraud, serta variabel lain dari segi keprilakuan dan 

manajerial seperti locus of control, total quality management dan sebagainya. 
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